
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraiankan dalam pembahasan 

tentang Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB dalam 

menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019 (Studi kasus di 

Lombok Tengah)”. diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB dalam 

menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019 dilihat dari 3 

aspek yaitu menerima laporan, memeriksa laporan dan 

merekomendasikan pelanggaran administrasi.  

a. Bawaslu Nusa Tenggara Barat dalam menerima laporan pelanggaran 

pemilu dapat dilihat dari 2 indikator yaitu pelanggaran administrasi 

pemilu dengan tiga (3) dugaan temuan oleh Bawaslu Kabupaten 

Lombok Tengah  dan terjadinya kesalahan terkait administrasi pemilu 

hanya satu (1) dugaan temuan oleh Bawaslu NTB sendiri .  

b. Memeriksa laporan dapat dilihat dari 3 indikator yaitu mengkaji isi 

laporan 

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat  dan pengawas Pemilihan 

memutuskan temuan dan laporan sebagai pelanggaran atau bukan 

pelanggaran berdasarkan hasil kajian administrasi pemilu dan 

pemeriksaan terhadap laporan serta melakukan investigasi  



 

 

melakukan tindakan hukum yaitu, mengklarifikasi mencari bukti-bukti 

dan mengkaji kebenaran laporan pelanggaran administrasi Pemilu yang 

diterimanya, dapat mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak 

untuk kelengkapan dan kejelasan laporan pelanggaran tersebut. 

c. Merekomendasikan pelanggaran administrasi dilihat dari tiga aspek 

yaitu pengawasan tindak lanjut temuan melakukan langkah strategis 

sesuai dengan prosedur dan pola yang diatur Urgensi pengawasan dan 

laporan pelanggaran, meregistrasi pelanggaran administrasi pemilu 

yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan memutuskan 

pelanggaran administrasi dan pemberian sanksi bila terbukti melakukan 

pelanggaran. 

2. Faktor-faktor yang  mempegaruhi  pengawasan   Provinsi NTB dalam 

aspek menangani pelanggaran administrasi Pemilu Bawaslu NTB dapat 

dilihat dari 3 aspek yaitu perubahan dari luar maupun dari dalam 

organisasi, kompleksitas organisasi dan kesalahan atau penyimpangan 

anggota organisasi.  

a. Faktor penghambat dari dalam organisasi seperti masih kurangnya 

SDM dan kurangnya pengawas pemilu sehingga tidak menyentuh 

sampai aspek paling bawah. Penghambat dari luar organisasi  seperti 

kurangnya kesadaran masyarakat ikut serta dan ambil andil dalam 

melakukan pengawasan dan pelaporan jika ditemukan pelanggaran pada 

pemilu. 



 

 

b. Kesalahan  atau  penyimpangan anggota organisasi terdiri dari 2 aspek 

yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tidak ditemukan pada 

Bawaslu baik Kabupaten Lombok Tengah maupun NTB dan 

pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu terjadi pada tiga 

pelanggaran menyangkut pelanggaran administrasi, tindak pidana 

pemilu dan pelanggaran hukum lainnya. 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bawaslu NTB harus lebih masif dalam melakukan sosialisasi terkait 

layanan pengaduan masyarakat sebab masyarakat belum mengetahui 

lewat mana saja aduan akan temuan pelanggaran dapat dilaporkan selain 

mendatangi kantor Bawaslu NTB. 

2. Dalam menyelesaikan pelanggaran Bawaslu lebih terbuka dan tegas agar 

tidak menimbulkan kecenderungan pihak tertentu yang berkepentingan. 

3. Lebih kondusif lagi dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadi 

pelanggaran administrasi pemilu lagi. 
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